, BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
: TAHUN ANGGARAN 2020

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
S BUPATI LOMBOK BARAT,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penanganan dampak Corona Virus

- Disesase 2019 (COVID-19), di Lingkungan Pemerintah

- Daerah Kabupaten Lombok Barat perlu merubah Peraturan

Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
- Anggaran 2020;

. Bahwa untuk memberikan pelayanan yang maksimal dalam

.‘ ~ rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 khusus

pelayanan di Puskesmas, maka perlu penyelesaian

pembayaran pekerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
‘Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019;

~¢. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan
' Dana Kelurahan, perlu melakukan penyesuaian terkait

pengadaan barang dan jasa di Kelurahan dengan
menggunakan sistemm Swakelola yaitu dengan melibatkan
kelompok masyarakat dan/atau organisasi
kemasyarakatan dan melakukan penggeseran anggaran
rutin kelurahan ke Kegiatan Kecamatan; dan
L d ‘Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 hurui a, b, dan ¢, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.




‘Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
' ,'3;‘;; Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa

‘Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

~ Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

' Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
_ Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Fambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
~ Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

~ Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

 Indonesia Nomor 4400);

; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
. ;*Penmbangan Keuangan Antara Pemenntah Pusat dan

. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
~ Indoniesis Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

~ Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
~ Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

| Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
~ Bipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
l?_2:0"14 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik ,'
Indonesia Nomor 5494); ‘

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

B




wg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
‘Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran

~ Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

 telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
 Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
~ Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemierintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
" Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan

- Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,

 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

L et
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 ’fahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {(Lembaran
 Nepgara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 4575);

. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
. Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

X




~ sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sisfors Informast

- Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara

 Republik Indonesia Nomor 5155);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

_ Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomior 4578); “

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 ‘Tahun 2005 Teﬁ»fang

Pedoman Penyusung;ﬁ' dan Penerapan Standar Pelayanan

 Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
, 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

~ Indonesia Nomor 4585); | ‘ )
. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tfentang
‘Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

‘25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- Nomor 4614); ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
~ Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
o Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
_ Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

. Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negare Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
_ Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan

_ Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah

 Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang

 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan

4?




19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai
Wekil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33);

Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nombr 11 Tahun

2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat COVID-19;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

5?




13 Tahun 2006 tentang Pedoman
 Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
~ Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); |

| ifl‘iégcri Nomor

26, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
- Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan

‘Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata

.~ Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

-  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan

. Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
~ Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
- Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

tentang Kegiatan Pembangunan Saranan dan Prasarna

Kelurahari dati Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik

~Indonesia Tahun 2019 Nomor 655};

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020

 Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan
- COVID-19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
~ Nomor 250); ”

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
. "ii:j'::’i'?";'teiat‘ang Percepatani Penanganan Corona Virus Desease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara

 Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
© 31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
6

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
o 2094);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019

_ tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU dan DID
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_ dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka
 Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 {COVID-

o : 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

i  Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
 Tahun 2020 Nomor 377); "

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

' 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara

Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019
dalam ratigksa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 379);

33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan
 Penanganan Virus Corona di Lingkungan Pemerintah
" Daerah; ™

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

. HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis

: Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit
Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit yang
' Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019

(COVID-19);

. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-

 Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007 Nomor 5,
 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat

Nomor 83);

~ 36. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
 Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
 Barat Tahun 2019 Nomor 13); dan

8T,

Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 26.C Tahun 2019
tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

: _Saranan dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di -
~ Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat
 Tahun 2019 Nomor 26.C).

"




_ Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN

' 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
'DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

2. ;Belanja

* b. Bertambah / (berkurang},

PASAL1

| Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun Tahun 2019 tentang
'Penjabaran,Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
 (Berita. Dé.éfgh Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 61 diubah

sebagai ‘beﬁkﬁt* :

= Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

i ‘*fif f’ Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 semula berjumlah Rp1.991.559.288,04,- berkurang sejumlah
. Rp265.192.221,84,- sehingga menjadi Rpl.726.084.338.036,20,- dengan

 rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan ]
a Semula - : Rp1.840.976.559.288,04
b. Bertambah/(berkurang) : Rp(265.192.221.251,84

Jumlah Penda.patan setelah Perubahan Rp1.575.784.338.036,20

& Semula s : Rp1.991.276.559.288,04
: Rp(275.842.221.251,84

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp1.715.434.338.036,20
.?Surplus/(neﬁsn) Rp(139.650.000.000,00)

4 %Pembzayaan

,_':ffa Penenmaan ,
1) Semula : Rp150.300.000.000,00

~ Jumlah Penerimaan setelah Perubahan RplSO 300.000.000,00

b. Pengeluaran Pembiayaan ,
 1)Semula : Rp0,00

~ 2). Bertambah/(berkurang) : Rp10.650.000.000,00

- Jumlah Pengeluaran sstelah Perubahan  Rpl10.650.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto Rp139.650.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp0,00
sete}ahpembahan ‘

R



2 Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagal benk:ut v

- e Pasal 2
. Penjaba‘rén ff?‘Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaixné;ﬁa dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I (satu)
| yang mempakan ff“ gian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketenman Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai benkut

Ll e e Pasal 3

Pen;abaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasafi 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II (dua) yang

merupakan bagian idalk terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

o Ket@ﬁtuan Baﬁal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

. Pasal 4
' Pen;abaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
dltetapkan dalam peraturan ini chtuangkan lebih Ianjut dalam dokumen

ketentum pemp@gng-undangan.

i , Pasal II
‘ »i»f’.fPeraturan Bupatl Lombok Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- "'“A;gaf setiép orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
_ Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

di Gemng

Pldatadeshl, 23 April 2020 .
ear [ SMBOK BARAT, 7,

' BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020 NOMOR 21
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